
WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANG 5A

NOMOR 35 TAHUN 2OO7

TENTANG

SEKRETARIATMAJELISPERMUSYAW.\RATANUI,AMAKOTALANGSA

Menimbang : a'

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

WALIKOTA LANGSA,

bahwauntukmengimplementasikanPasall l , tQanunKotaLangsaNomor5

T a h u n 2 0 0 3 t e n t a n g P e m b e r r t u k a n O r g a r d s a s i d a n T a t a K g r j u M a j e l i s

PermusyawaratanUlamaKotaLarrgsadip:ur t iangper lumerrgatur tentang

Sekretariat Majelis Perm-lsyawaratan LIlama Koba Langsa;

bahwaunfukmaksucltersebrrtperlumene|apkandalamsuatuPerahtran'

Undang-undangNomorsTahun!gT4tertartgPokok.pokokKepegawaian

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahrur ]'974 Nlomor 55, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomrtr 3041);

U n d " n g - U n d a n g N o m o r / y - T a h u n l g g g t e n t a n g P e n y e l e n g g a r a a n

Keistirnewaan Propinsi Daerah Istirnewa Aceh ( Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 1999 Nom or 172, Tambaha;r lembaran Negara Tahun L999

Nomor 3892);

Undang-UndangNomor3Tahun200l ter r tangPembentukanKotaLangsa

(LembaranNegaraRepubl ikLrdonesia lah 'un2001Nomor83,Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);

L lnc lang -UndangNomorgzTahun2 |1 . , ^ ten tangPemer in tahanDaerah

(LembaranNegaraRepubliklndonesra,} 'c.}., . :n2004Nomorl25,Tambahan

LembaranNegaraRepub l i k l r rdones ia . ] ' *o tno rMsnsebaga imana te lah

diubahdenganLTndang-UnclangNon. 'or5] . lahur t2005tentangPenetapan

PeraturanPemer intahPenggant iUndang- i lndangNomor3Tahun2005

tentang Perubahan atas undang-Urrclangl |lomor 32 Tahun 2004 tentang

pemerintahan Daerah menjarii undang-Urrdang (Lernbaran Negara Repubtk

Indonesia Tahun 2005 \lomor 1.08, TarnSahim Lembalan Negara Republik

lndonesia Nomor 4548);

5 .  Undang . . ' . .

Mengingat
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5. Unclang-Unclang Nomor 11 Tahun 20()o tentang Pemerintal'ran Aceh

(Lc.mbarar, Negara Republik Indonesi,r I'ahun 2006 Nomor 62, Tambahan

Lembaran Negara Republik Ledonesia No^:rt t a$il;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indorres,a Nomor 13 Tahun 2002 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nonor 100 Tahun 2000 tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daram iabatan Strukrural (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor' 33, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4794);

7. Peraburan Daerah Propinr;i Daerah Istirner.r'a Aceh Nomor 3 Terhun 2000

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Iterja Majelis Perrnusyawaratan

Ulama (MPLI) Provinsi Daerah Istimer,v.L Aceh (Lembalan Daerah Propinsi

Daerah Istimewa Aceh Tahr n 2000 Nomot'23 Seri D);

8. Qanun Kota t-angstr Nomor 5 Tahun 20(t-1' terrtang Pembenbukan Organisasi

dirn Tata Kerja Majelis I'crmusyawaratar '-rlatna l(ota Langsa (l-embaran

Daeral'r Kota La-ngsa Tahun 2003 Nomcr 1.. Seri D)'

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : I'ERATURAN WALIKOTA LANGSA TENI'ANG SEKRETARIAT MAIELIS

PERMUSYAWARATAN ULAMA KOTA L.P^i{C SA

BAB I

KETENTUAJ\I U1VTUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah claerarh kota yang selan;utni'a disebut pemerintah kota adalah

unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota yang terdiri atas walikota

dan perangkat daerah kota;

2. Daerah adalah Kota Langsa;

3. Walikota adalah Walikota Langsa;

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Langsa;

5. Sekretaris Daerah aclalah Sekretaris Daerah l(ota Langsa;

6. Majelis Permusyawaratan Ulama sela;riutnya disingkat MPU aclalah MPU

Kota Langsa; 
,

7. Sekretariat MPU aclalah Sekretariat MIrU l(ota Langsa;

8. Sekretaris MPU adalah Sekretaris MIjU l(ota Langsa;

g. Eselon adalah tingkatan jabatan strukl;urai.

BAB I I  . . . . .



BAB II

SEKRETAR.IAT MPTJ

Pasal 2

(1) sekretariat MPU merupakan unsur pelayanarr terhadap MPU'

(2) Sekretariat MPU clipimpin oleh seorang fiekretaris yang memPunyai tugas

melaksanakan urusan umum dan PerJenl4kapan, Keuangan, dan urusan

Persid,angan secara teknis operasionz.l yu.g berada di ba'arah dan

bertanggung jawab kepada Ketua MPU Jarr secara administrasif bertanggung

jawab kepada Walikota melalui Sekretaus I);rer;rh'

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas se bagaimana drrnaksud pada pasal2, Sekretariat

mempunyai tugas: 
'

a. pengelolaan Admi*strasi Umum, Perlcngltapan, dan Tata Lal'sana;

b. Pengelolaan Administrasi Keuangan;

c. Penyiapan bahan Risalah Persidangan; '

d. Penghubung MPU dengan Pemerintah l)aerith dan DPRD serta lembaga-

lembaga daerah lainnYa.

Pasal 4

(1) Sekretariat MPU terdiri dari:

a. Urusan Umum dan PerlengkaPan;

b. Urusan Keuangan;

c. Urusan Persidangan.

(2) Masing-masing urusan dipimpin oleh se|.jrang Kepala Urusan yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris'

(3) Masing-masing urusan sebagaimana ciimaksud dalam ayat (1) dapat

ditempatkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang staf'

Pasal 5 -

(1) KepaLr Urusan Umum darr Periengkapi.n memPunyai tugas melaksanakan

urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, pengadaan' rumah tangga'

perlengkapan dan tatal,aksana serta penyajiarr data dan informasi;

(2) Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan

administrasi keuangan yang meliputi penyusunall anggalan, pembukuan,

pembayaran, pertanggungjawaban dan prelaporan keuangan;

(3) Kepaia Urusan Persidangan memprrnyai tugas melaksanakan urusan

persidangandan risalah yang meliputi persiapan bahan persidangan, notu-lasi

dan risalah-risalah persidangan.
Pasa l6  . . . . .



Pasal fr

Bagan Struktur Sekretariat MPU Kota Lanl;sa ,sct;agaimana terlampir, merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dengan peratrrrart i.ni.

}tAB III

KEPEGAWAIA:\

Bagian Pertanra

Eselonerinq

Pasal 7

(1) Sekretaris adalah jabatan Eselon III.a;

(2) Kepala lJrusan ac{alah j;rbatan Eselon [V.a.

Bagian Ke.lua

l'cngangkatan dan I'c ntbt:rhcntian

Pasal 3 
.

(1) Sekretaris diangkat dan c'.ib,rrhentikan oleh Waiikota;

(2) Kepala Urusan dapat diangkat dan diberhe:rbikan oleh Sekretaris Daerah atas

pelimpahan kewenangan c.ari Walikota;

(3) Tata cara- ust-il:rn ,-l.an kon-.ultasi penga;i.4katan dan pernberhentian pejabat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) da r (2) dilakukan sesuai dengan

ketenbuan yang hcrlaku.

BAB W

PEMBIAYAA}i

Pasal 9

Dengan terbenfuknya Peraturan Walikota ini maka segala pembiayaan yang

diperlukan dibebard:an kepada Anggaran i:endapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Kota Langsa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam peratura-r rni sepanjang mengenai ketentuan

pelaksanaannya akan ciitetapkan kemudian sesuai dengan ketenfuan perundang-

undangan yang berlaku.

Pas;J  11  . . . . .



Pasal .1.1

Peraturan ini.mulai berlaku sejak tanggal ciiundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinl'a, memerintahkan pengundangan

Peraturan ini clengan penempata:rnya dala.n Lr:rnbaran Daerah Kota Lar,gsa.

Dit:t:lpkan cli Langsa
p;irLa tanggal 1 Okto@20QlM

19 Ramadhan L428 H

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 

'1. 
Oktobr 2007 M

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2OO7 NOMOR 35

LANGSA,

19 Ramadhan 1428 H

RIS DAERAH,
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